
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Mcnimbang :

Mengingat

NOMOR I TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 109 Pcraturan
Daerah Provinsi Jaws Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tcngah, maka pcrIu
menetapkan Pemturan Gubcmur Icntang Pctunjuk
Pclaksanaan Peramran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 201 I tentang Relribusi Dacrah Provinsi Jawa Tcngah;

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ‘ tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Persturan
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 85-92);

2‘ Undang—Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167 Tambahan Iembamn Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganu Undang- Undang Nomor l Tahun
2004 temang Pembahan Alas Undang-Un‘dang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kchumnan Menjadj Undanngndang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan bembaran Neyu'a Republik Indonesia Nomor 4412);

3‘ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 {entang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Repijblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377);
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11,

12.

I4.

IS.

16.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangnn
Negara (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembamn Negm Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, ‘I‘ambahan Lembaxan Republik Indonesia Nomor 4411);

I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
I I8. Tambahan Lembaxan Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana teIah diubah dengan Undang—Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Mas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor I25, Tambahan bembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
bebcrapa kaIi terakhir dengan Undang—Undang Nomor I2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tenmng
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor IO Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5023);

‘

. Undang—Undang Nomor 18 ‘I‘ahun 2009 tentang Petemakan
Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015); “

Undang»Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaxan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); :

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah Dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $049);
Undang»Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

144, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Nomor $063);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 lentzng Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan bembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);
Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Saldt (bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5243);
Peraturan Pcmerimah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor I00. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4230);

Peraluran Pemerinmh Nomor 55 Tahun 2005 lenmng Dana

Perimbangan (bembaran Negara Republik Indbnesia Tahun

2005 Nomor137. Tambahan Lembaxan Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerimah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NomorMO. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 200$ tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentnng
PcngeIoIaan Barang MiIik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Pemerimzh
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Mas Peraturan
Pcerintah Nomor 6 Tahun 2006 Kentang Pengelolaan
Barang MiIik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan bembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); ,“

Peraturan Pemerinmh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembag'an Urusan Pemerintahan Antara Pemerinmh,
Pemerintahan Daemh Provinsi, Dan Pemerimahan Daemh
Kabupatcn/Kma (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan bembaran Neg-am

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfakan Insemif Pemungumn
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (bembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



27.

28.

29.

30.

31.

32‘

Manetapkan :

Peraruran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 1 Tahun
2008 temang Pcngelolaan Kcuangan Daerah (bembaran
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor l Sari E

Nomor 1. Tambahan [Ambaran Dacrah Prov-insi Jawa
Tcngah Nomor 7];

Pcraturan Dacmh Provinsi Jawa Tcngah Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pengclolaan Bax-ans Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2008 Nomor 2 Scri E

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tangah Nomor 81f

Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pcmcrimahan Yang Menjadi

chenangan Pemcrinlahan Daerah Provinsi Jawa Tcngah

(Lambaran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2008
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Dacrah
Provinsi Jawa Tcngah Nomor 8);

Pcramran Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2008 tcnmng Organisasi dan Tata Kcrja Dinas Daemh
(Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2008
Nomor 6 Scri D Nomor 1, Tambahan bcmbaran Daerah
Provinsi Jawa Tcngah Nomor ll).
Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Reu-ibusi Daemh Provinsi Jawa Tcngah

[Lcmbaran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2011

Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Tcngah Nomor 31);

Pcraturan Gubemur Jawa Tcngah Nomor 140 Tahun 2010

lcnlzng Penn-Ema; Pembcrian Dan Pembayaran Inscntif
Pemungutan Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah (Berita

Dacrah Pruvinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 140)

scbagaimana (elah diubah dcngan Pcraturan Gubernur
Jawa Tcngah Nomor 161 Tahun 2010 tentang Perubahan
Alas Pcraturan Gubcmur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun
2010 tentang Pcncrima, Pcmbcrian Dan Pcmbayaran
lnscntjf Pcmungumn Pajak Daerah Dan Retribusi Dacrah
(Berita Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2010 Nomor

161);

MEMUTUSKAN :

PERLTURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVXNSI JAWA TENGAH NOMOR 1

TAHUN 2011 ’lENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAHV

BAB l

KETENTUAN UMUM

P353! 1

Dalam Pcramran Gubcmur ini yang dimaksud dcngan :

l . Dacrah adalah Provinsi Jawa Tengahl



10.

H.

12.

13.

14.

15.

16A

Pemcrintah Daerah adalah Gubemur bcscrta pcrangkal Dacrah sebagaj

unsur pcnyclcnggara Pcmcrintahan Dam-ah.

Gubcmur adalah Gubcmur Jawa Tengah.

Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwaldlan Rakyat Dacrah Provinsi Jawa Tcngah.

Dinas Pcndapatan Dan Pcngclolaan Ase! Dacrah yang sclanjutnya disingkal
DPPAD adalah Dlnas Pcndapatan Dan Pengclolaan Asct Dacrah Provinsn

Jawa Tcngah.

chala Dinas adalah Kepala Dinas Pcndapatan Dan Pcngelolaan Ase! Dacrah
Provinsi Jawa Tcngah‘

Saman Kcrja Parangkat Dacrah Pcmungut yang sclanjumya discbut SKPD

Pcmungut adalah Saman Kcrja Pcrangkat Dacrah Provinsi Jawa Tengah

yang melakukan pcmungutan Retribusi sesuai bidang dan kcwenangannya.

chala Satuan Kcrja Pcrangkal Dacrah Pcmungul yang sclanjutnya discbut

chala SKPD Pcmungut adalah Satuan chja PcrangkaK Dacrah Provinsi

Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi scsuaj bidang dan

kewcnangannya.
Unit Pclaksana Tcknis yang sclanjumya disebul UPT Pcmungut adalah

unsur pclaksana tugas teknis pada Satuan Kcrja Pcrangka‘ Dacrah Provinsi

Jawa Tcngah yang melakukan pcmungman Rcuibusi scsuai bidang dan

kewcnangannya.
Pcmcnntah Kabupatcn/Kota adalah Pcmerintah Kabupaten/Kola Di Provinsi

Jawa Tcngah.
Dokumcn lain yang dipcrsamakan adalah suatu dokumcn yang mencntukan

bcsamya jumlah pokok retfibusi scbagai pcngganti Surat Kctctapan
Rctn'busi Dacrah.
Pclayanan Kcschaxan adalah scgala kcgiatan Pclayanan Kcschalan yang
dibcrikan kcpada paSIcn dalam rangka observasi, diagnosis, pcngobatan,
rchabililasi mcdnk dan Pclayanan Kcschamn lainnyav

Tera adalah sualu kcgiatan menandai dcngan tanda (cra Sah atau tanda {era

batal yang bcrlaku alau memberikan kctcrangan tenulis yang bertanda Tera

Sah atau tanda Tera Bata] yang berlaku, dilakukan oleh chawai Berhak

bcrdasarkan hasil pcngujian yang dijalankan am; alalaalat Ukur, Takar,

Timbang dan Pcrlcngkapannya yang belum dnpakaj, sesuai persyaratan
dan/atau ketcntuan yang bcrlaku.

Tera Ulang adalah suatu kcgiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau
Tanda Tera Banal yang bcrlaku alau memberikan kctcrangan tertulis yang
bertanda Tera Sah atau tanda Tera Banal yang bcrlaku, dilalmkan, oleh

chawai Bcrhak bcrdasarkan hasil pcngujian yang dijalankan alas alat-alat

Ukur, Takar, Timbang dan Perlcngkapannya yang telah ditcrar

chayaan Dacrah adalah kekayaan yang dimilikj dan/atau dikuasai olch

Pcmcrintah dacrah, baik bcrupa barang bergerak maupun barang Lidak

bcrgcmk 5am {asilitas—fasilitas penunjang lajnnya

Tcmpat Pclclangan Hasil Hutan adalah :cmpat yang sccara khusus
discdiakan olch Pcmcrimah Dacrah untuk mclakukan Pclclangan Hasil

Hutan, ten-nasuk jasa pclelangan serta fasiljtas lainnya yang discdiakan di

tempat pelelangan Tcmlasuk dalam pcngcnjan tempat pelelangan adalah

tempat yang dikonttak oleh Pcmcrintah Dacrah dan pihak lain untuk
dijadikan sebagai lcmpat pclelangan.



17.

18‘

19.

20.

21.

22A

23.

24.

25.

26.

27

28,

29,

30‘

tcmpat yang dikontrak olch Pemcrintah Daerah dari pihak lain untuk

djjadikan sebagai tempat pclclangan‘

Pcngjnapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah Tcmpat pcng‘napan/Pcsanggrahan/

Villa termasuk didalamnya Wisma, asmma, balai lstirahaz Pekcxja. Pondok,

Hotel dan Motel yang dimilild dan/atflu dikclola olch Pemcrintah Dacrah.

Penjualan Produksi Usaha Dam-ah adalah pcnjualan hasil produksi usaha

Pcmcrintah Dacrah.
lzin Trayck adalah izin pcnyelenggaraan angkutan orang dalam Lrayck.

Usaha Pcrikanan adalah scmua usaha perorangan atau badan hukum untuk

mcnangkap atau mcmbudidayakan ikan termasuk kcgiatan mcnyimpan,

mendingjnkan, mcngangkut atau mcngawclkan ikan untuk tujuan

komcrsial
Retribusi Dacrah yang sclanjuLnya disebut Retribusl adalah pungutan

Dacrah sebagai pcmbayaran alas jasa atau pcmbcrian iz'm lertcnlu yang

khusus discdiakan dan/atau dibcrikan olch Pemcrintah Dacrah untuk

kcpcmjngan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kcgialan Pcmcnntzh Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

mcycbabkan barang. Iasilkas, atau kcmanl’aatan lainnya yang dapat

dinikmatj olch orang pribadi aLau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang discdiakan acau dibcrikan olch Pcmcrintah

Daerah untuk tujuan kepcntingan dan kemanfaatan umum sens dapal

dinikmalj oleh orang pribadi amu Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pcmcrintah Daerah dengan

mcnganut prinsip-prinsip komersial karcna pada dasamya dapa! pula

discdiakan olch sektor swasta.

Pcn'zinan Tcrtcntu adalah kcgiatan tcrtcntu Pernerintah Dacrah dalam

mngkn pcmbcrian izin kcpada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pcmbinaan, pcngaruran. pcngcndalian dan pcngawasan atas kcgiatan,

pcmanfaatan mang, scrta pcnggunaan sumbcr dayak alam, barang.

prasarana, sarana atau {asilitas tencntu guna melindungi kcpcmjngan

umum dan mcnjaga kclcsmrian lingk'ungan.

Wajib ReLribusi adalah orang pribadi atau Baden yang menunn pcraturan
pcrundang—undangan Retribusi diwajibkan untuk mclakukan pcmbayaran

chribusi tcrmasuk pcmungut atau pcmotong Reuibusi tertcntu.

Pcmungutan adalah suatu rangkaian kcgiatan mulai dari panghimpunan

dam objck dan subjck Rcmbusi, pencntuan bcsamya Retribusi yang

terutang sampaj keg-ialan pcnagihan Retribusi kcpada Wajib Retribusi scna

pcngawasan pcnycmrannyaA
Surat Pembentahuan Relribusi Dacrah, yang sclanjumya dzsingkat SPTRD

adalah surat yang digunakan olch Wajib Rchibusi untuk melaporkan

pcrhitungan dan pcmbayaran Rembusi yang terutang menurut Peraturan

ReLribusi.
Pcndahamn clan Pcndagaan adalah serangkaian kcgiamn untuk mcmpcrolch

data/informasi scrta penatausahaan yang dilakukan oleh pctugas Retribusi

dcngan cara pcnyampaian Surat Tagihan Retribusi Dacrah kcpada wajib

rcuibusi untuk diisi scwa lengkap dan benarA

Surat Setoran Rctribusi Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SSRD, adalah

bukti pembayaran atau pcnyctoran Retribusi yang tclah dilakukan dcngan

mcnggunakan formulir atau telah dilakukan dcngan cara lain kc Rckcning

Kas Dacrah melalui tempat pcmbayaran yang ditunjuk olch Gubcmur.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

mya disingkat 5m adalah

ang menentukan bcsarnya jumlah pokokSurat Kewtapan Reuibusi Dacrah yang sclanju
Surat Kctctapan Retribusi y
Rcuibusi yang tcrutang,
Surat Kctempan Retribusi Daemh bebih Bayar, yang schnjumya disingkat

SKRDLB adalah surat ketempan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayamn Rctribusi kanna jumlah krcdit Reu-ibusi lcbih bcsar

daripada Rctn'busi yang (cruumg atau seharusnya tidak lerumng

Surat Kctctapan Rctn'busi Dacrah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB

adalah Surat keputusan yang mcmntuskan bcsamya Retribusi Dacrah yang

tcrutang.
Surat Kcmtzpan Retribusi Dacrah Kurang Bayax Tambahan yang selanjucnya

disingkal SKRDKBT. adalah Surat chutusan yang mcncntukan Tambahan

alas jumlah Retribusi Dacrah yang telah ditctapkan.

Surat Tagihan Rctn'busi Dacrah, yang sclanjumya disingkal STRD adalah
‘ istmtif

Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi admin

berupa bunga dan /atau dcnda;

Pcmbayaran Retribusi Daerah adalah bcsamya kcwajiban yang harus

dipenuhi olch Wajib Rcuibusi scsuai dcngan Surat Kctctapan Reuibusi

Daerah clan Surat Tagihan Retribusi Dacrah kc Rckcning Kas Umum Dacrah

atau kc tcmpat lain yang ditunjuk dcngan hams waktu yang tclah

dimnmkan.
Penagihan Rcuibusi Daemh ad
Reu'ibusi Dacmh yang diawali dengan pcnyampaian

taguran yang bersangkutan melaksanakan kcwajiban untuk
Reuibusi scsuai dengan jumlnh Retribusi yang terucang.

Umng Rejribusi Dacrah adalah sisa utang Rccribusi alas nama wajib

Rctribusi yang lercantum pada Surat Tag'ihan Rcuibusi Duct-ah, Surat

Kctctapan Reuibusi Daerah Kurang Bayax atau Surat Ketcmpan Retribusi

Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang belum kcdaluwarsa dan Rchibusi

lainnya yang masih terutang‘
Insentif Pemungman Reu-ibusi yang scl
mmbahan pcnghasilan dalam bentuk uang
mclaksanakan pcmungutan sebagai pcnghar
dalam melaksanakan pcmungutan Reu-ibusiv

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk mcmperole
dibcbaskan dari suatu perikatan dengan lcwamya suatu waktu (c

atas syarat-syara‘ yang ditcntukan olch undang-undang.

alah scmngkaian kcgiamn pcmungutan
sum: peringatan, sumt

membayar

anjumya disebut lnscntjf adalah
dibcrikan kcpada Instansi yang

gaan atas kjnerja tertcntu

h sesuatu atau untuk
rtcntu dan

BAB ll
JENKS RE'I‘RIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi mclipuu :

a. Retribusijasa umum ;

b‘ Retribusi jasa usaha ;

c. Retribusi perizinan tcrtcntu.

Pasal 3

Reuibusi Jasa Umum sebagajmana dimaksud dalam Pasal

a.
b.

2 huruf a, mcliputj :

Reu-ibusi pclayanan keschatan;
Reuibusi pclayanan tcra/tcra ulang;



c. Retribusi pengganfian biaya cetak peta;
d. Rcuibusi pclnynmm pcndidjkan.

P315814

Retribusi Jasa Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru! b. mclipuu :

a. Retribusi pcmakaian kekayaan daemh;
b. Retribusi tempat pelelangan has“ hutan;
c. Retribusi temps: pcnginapan/pcsanggmhan/viua;
d. Retribusi pcnjualan produksi usaha dacrah.

P353] 5

Retribusi Perizinan Tcrtcntu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C.

mcliputi :

a. Reuibusi izin u-ayck ;

b. Retribusi izin usaha pcfikanan .

BAB 1H

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RE’I‘RIBUSI

Pasal 6

discrahkan dan menjadi
(1) Pclaksanaan Pcraturan Gubcrnur ini

bcrtugas dan
tanggunginwab Kepala SKPD Pcmungut yang
bemmggun-awab untuk :

a. melakukan invenmrisasi obyek Retribusi ;

b. mcngusulknn Bendahara Pencrimaan dan
Pembantu yang dimmpkan dcngan chutusan Gubcmur ;

c‘ melaksannknn Pcmungutan Retribusi ;

d. melaksanakan koord‘maai dilam melakukan pcmungutan Retribusi;

e. menyampaikan laporan pclaksanaan tugas scbagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dcngan hum! d kepada Gubemur.
(2) DPPAD sclaku koordinamr pemungutan Recribusi bertugas untuk :

a‘ melaksanakan ketcntuan sebagnimana dimaksud pada aye! (l) -,

b. mclaqukan evaluasi pclaksanaan pemungutan Retribusi bersama

dengan SKPD Pcmungut;
c. menyampaikan laporan pclaksanaan tugas scbagaimana dimaksud

dalam huruf a den huruf b kepada Gubcrnur. ,

/amu Bendahara Pcncn'maan

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cam pemungutan Rctribusi meliputi :

a. pcndafiaran dan pendaman obyck rctribusi ;

b. pcnempan retribusi ;

c. pcmbayamn retribusi ;

d. pcmbukuan dan pclaporan retribusi ;

c. penagihan retribusi.



Bagian Kcsatu
Tara Cara Pendaftaran dan Pcndataan Obyek Retribusi

PasalB

yanan rcu'ibusi dari Pcmerinmh
busi yang mempcmlch pcla

dan mcngisi formulir SPI'RD emu dokumcn lain
(1) Wajib Rcu-i

cngajukan Surat pcrmohonan berdasarkan jcnisDacrah wajib mendaflarkan
yang dipersamakan amu m
obyek rctribusi.

(2} Wajib Reu-ibusi scbagajmana dimaksud pada aya! (l) dapat bcrdomisili di

Daerah atau diluar DacrahA

dipcrsamakan atau surax
at (1) diisi dcngan jelas,

atau kuasanya dan
Dakar lnduk Wajib

SPTRD aLau dokumcn lain yang

nan scbagaimana dimzksud pada ay
damngani olch pcmohon
scbagaj bahan mcngisi

(3) Formulir
permoho
lcngkap dan bcnar sens dium
dikcmbalikan kcpada pctugas,
Retribusi bcrdasarkan nomor urul.

SPTRD suatu dokumcn Iain yang dipersamakan

d pada ayat (l) scbagaimana tercanrum dalam(4) Bentuk formulir

bagian yang lidak terpisahkan dari Peraturanscbagajmana dimaksu
Lampiran l mcrupakan
Gubemur ini.

P353] 9

gcmbalian formulir SPI‘RD atau dokumen lain yang

ura\ pcrmohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8

5 (lima) hari kcrja terhitung sejak pcncrimaan formulir

in yang dipcrsamakan atau surat permohonan oleh
Jangka waktu pen
dipcrsamakan amu s
ayat (3) paling \ambat
SPI‘RD alau dokumcn la
Wajib Retribusi.

Bagian chua
Tana Cara Penempan Rcu-ibusi

P353] 10

dokumcn lain yang dipersarnakan atau surat

dimaksud dalam Pasal 8 aya! (l), ditetzpkan(I) Bcrdasarkan SPTRD atau

bitkan SKRD atau dokumen lain yangpcrmohonan sebagaimana
Rctribusi {crulang dcngan mener
dipcrsamakanr

lambatan pcnyampaian kembah

ain yang dipcrsamakan dari Wajib Rctribusi, maka
Rctribusi mcncrbitkan SKRD sccara
kctcntuan pcraruran pcrundang-

(2) Apabila lcrjad| kclalman dan/amu ketcr
SPTRD amu dokurncn 1

SKPD yang mclakukan pemungutzm
Jabatar. dengan kctelapan scsual
undanganA

dasarkan basil pcmcriksaan ditcmukan data baru dan/atau data

a belum tenmgkap yang mcnycbabkan penambahan jumlah

maka dikcluarkan SKRDKBT‘

(4) Bentuk dokumen lain yang dipcrsamakan scbagajmana dimaksud pada ayal

(1) ditctapkan lcbih lanjut olch chala SKPD Pemungut.

SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani olch petugas pcnctapan yang

dimnjuk olch Kepala SKPD Pcmungut.

(3) Apabila bcr
yang semul
rctribusi yang terutang,

[5]



Bentuk formulir SKRD sebagaimana djmaksud pada ayal (1) sebagaimana

tereantum dalam Lampiran ll mcrupakan bagian yang tjdak terpisahkan dan’

Pcramnm Gubemur ini.
(6)

Bagian Kctjga
Tata Cara Pcmbayaxan RcU‘lbusi

Pasa] l1

(1] Pembayaxan Rembusl harus dilakukan sccara lunai/lunas,

(2) Fzmbayaran Rembusx dilakukan di tcmpat pclayanan Relribusi dlbcrlkan.

bat 2 (dua) hari kcrja scxclah

(3) Jatuh tempo pcmbayaran Retnbusi paling lam
T axau dokumcn lain yang

xanggal SKRD/SKRD Secara Jabatan/SKRDKB

dipcrsamakan diterbilkan.

ara Jabaxan/SKRDKBT alau dok‘umcn lain
kepada Bendahara
da SKPD clan UP’T(4) Bcrdasarkan SKRD/SKRD Scc

yang dipcrsamakan, \Vajib RCU'ibusn membayar Retribusi

Pcnerimaan atau Bendahara Pcncrimaan Pcmbantu pa

Pcmungut,
ara Pcncrimaan Pcmbantu SKPD

(5) Bcndahara Pcncrirnaan dan/atau Bendah
Li lain yang sah untuk

Pcmungu! mgmbuat Tanda Buku Pcmbayaran/Buk

dibcrikan kcpada Wajib Rcuibusx

(6) Bendahara Pcncrimaan paling lama 1 (satu) harl kcrja sgjak uang kas

ditcrima, wajib mcnyctorkan hasil pcnerimaan Reu'ibusi kc Rckening Kas

Umum Dacrah pada PT. Bank Jalcng scdangkan Bendahara Pemrimaan

Pcmbantu paling lambat l (satu) han' kcrja bcn'kumya, wajib mcnyctorknn

hasil pencrimaan Retribusi kc Rekcning Kas Umum Dacrah pada PTBank

Jatcng.

(7) Penycloran kc Rckcning Kas Umum Daerah scbagaimana dimaksud pada

ayat [6) dilakukan dcngan mcnggunakan Formulir Surat Tanda Setoran

yang dibuat rangkap 8 (dclapan) masing—masing unmk .

a. Lcmbar l s/d 2 : Bcndahara Pcncrimaan dan/atau Bcndahara
Pcncrimaan Pcmbantu:

, Unil Pclayanan Pcndapatan
Asel Dacrah selcmpal;
Bagian Pcngelolaan Kas Dacrah darn Baglan

b. Lcmbar 3
Dan Pemberdayaan

c, bembar 4 dan 5'
Akunlansx;

d7 bembar 6 ' PTA Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Pcmbantu;

c. Lembar 7 : UPT Pcmungut;
l7 Lcrnbar 8 ' SKPD Pemungut

(8) Dalam ha] pcmbayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk. maka basil

:ncrlmaan Rcu-ibusi hams disctor kc Rckcning Kas Umum Dacrah paling

lama l (satu) har'l kcrja Lcrhitung scjak pcncrimaan Rcu‘lbusi.

Rcu-ibusi dilakukan selclah lcwal waktu yang
(9) Apabila pcmbayaran maka dikenakan bunga

ditcntukan sebagajmana dimaksud pada ayat (3),

scbesar 2 % [dua perscn) dcngan menerbitkan STRD.

pcncrlmaan dan pcnyctoran
(10) Sedap SKPD Pcmungut wajib mcnatausahakan scsuai ketcntuan

serta mcmpcrtanggungyawabkan pcmbayaran rctribusi

pcraruran perundangvgndangan.



(11)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

l4)

(5]

(1)

(2)

(3)

Bentuk, (ormulir Tanda Bukti Pcmbayaran darn Surat Tanda Setoran

bagaimana tcrcanmm dalam Lamp'u'an [11 mcmpakan bag'an yang ‘3de

[crpisahkan dari Pcmmmn Gubcmur ini.

Pass] 1’2

chala SKPD Pemungut, atas mama Gubernur dapal membcrikan 12in

pcmbayaran sccam angsuran maupun pcnundaan pcmbayaran kcpada

Wajib Retribusi dcngan alasan yang dapat dipcrtanggunlawabkan.

Tats Cara pcngajuan pcrmohonan pcmbayaran sccara angsuran maupUn

pcnundaan pcmbayaran ditctapkan olch chaJa SKPD Pcmungul.

Pasal 13

Pcmbcrian Izin pcmbayaran sccara angsuran sebagaimana dimaksud dalam

P353] 12 diberikan kcpada Wajib Rembusi paling banyak 2 (dua) kali

pcmbayaran dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari scjak

ditcrbiLkan SKRD.

Pcmberian iz'Ln pcmbayaran sccara angsuran scbagaimana dimaksud pada

ayat [1) dibcrikzn abas kctetapan Rcuibusi scnilai di atas Rp. 500.000,— (lima

ratus ribu rupiah).

Pembcfian izin pcnundaan pcmbayaran Retribusi scbagajmana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (l) hanya dibcrikan sclama 14 (cmpat belas) hari scjak

ditcrbitkan SKRD.

PcmbcrLan izin penundaan pcmbayaxan Reuibusi scbagalmana dimaksud

pada ayat (1) dibcrikan atas kctcxapan Retribusi senilai di alas Rp. 250.000,-

(dua rams lima puluh ribu rupiah).

Pcngajuan pcrmohonan izin pcmbayaran sccara angsuran dan pcnundaan

pcmbayaran Rctdbusi sebagajmana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan

paling lambat 2 (dua) hari setclah diterbxtkannya SKRDV

Baglan Keempal
Tata Cara Pcmbukuan dan Pclaporan Retribusn

Pasa| l4

SKPD Pcmungut rnc1akukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabamn,

SKRDKBT dan STRD yang ducrbitkan

Arsip Dokumen yang telah dicalat tcrsendxri untuk scLiap Janis dan disusun

sccara bcrurutzn scsuaj tanggal pcncrbitan dan nomomya.

Pcmbukuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputj Pcnctapan,

pcncrimaan, pcnyetoran, tunggakan per )cms Reu—ibusx dan sccara berkala

dibuatkan laporan pcncmpan. realisasi pcnerimaan, pcnyctoran clan

tunggakan per jcnis Reu-ibusi.



Pasa] 15

crimaan, penyetoran dan tunggakan per jcnis
alam P353] 14 ayat (3), diamr scbagai bcrikut

:Laporan Penctapan, realisasi pen
Retribusi scbagaimana dimaksud d

UPT Pemungut yang mclakukan
g lambat Iangga] 2 (dua) bulan

an clan hasil penczapan,
bendahara pencrimaan pcmbantu pada
pcmungumn Reu—ibusi scriap bulan palin
bcrikumya wajib mcnyampaikan laporan bulan
rcalisasi pcncrimaan, pcnyctoran dan tunggakan per jcnis rctribusi yang

dikclola kcpada Bcndahara Pcncrimaan den tembusan laporan kcpada Univ.

Pclayanan Pcndapatan clan Pcmbcrdayiian Ase! Dacmh di wilayah kcrjanya;

a.

pada SKPD Pcmungut sctjap bulan paling lambat
b mcnyampaikan iaporan bulanan dari

hasil pcnctapan, realisasi pencrimaan, penyeloran dan tunggakan per jenis

Rctribusi yang dikdola kcpada chala Biro Kcuangan Sckretzrial Dacrah

Provinsi Jawa Tcngah dengan xernbusan kcpada chala DPPAD;

chala DPPAD chap bulan paling lambav. tanggal 10 (scpuluh) bulan

bcrikumya wajib melaporkan pencrimaan Retribusi dan tcrgabung dalam

laporan pcndapatan dacrah lainnya kepada Gubemur;

b. bendahara pcnerimaan
tanggal 5 (lima) bulan bcrikutnya waji

oran sebagaimana tcrcantum dalam Izmpiran [V
d. bentuk formulir lap kan dari Pcraturan Gubcmur ini.

mcrupakan bagian yang Lidak tcrpisah

Bagian Kclima
Tata Cara Pcnagihan Reuibusi

Pasal 16

chala SKPD dan UPT Pemungut dapat mcncrbitkan STRD alau dokumcn lain

yang dipcrsamakan apabila :

a. rcuibusi yang tclah ditctapkan dalam SKRD, SKRD Secara J
SKRDKBT sctclah jatuh tempo pambayaran fidak dxbaya: ;

b‘ dafi hasil pcncliLian SPl'RD atau dokumcn Iain yang dipcrsamakan terdapal

kckurangan pembayaxan stbagai akibat salah tuiis dan Iatau salah hitung ;

c, Wajib Retribusi dikcnakan sanksi administraLif bcrupa bunga.

abatan dan

Pasal 17

eg1 'ran/ peringamn/surat lam yang scjcms dikeluarkan

scgcra setclah 7 (mjuh) han scjak jatuh tempo pembayaran

(2] Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han sctelah tanggal Surat

Tcguran/pcringatan/surat lain yang sejcnis. Wajib Relribusi harus melunasx

Rem‘businya yang icrutang.

(3) Surat tcguran sebagajmana dimaksud p
SKPD dan/atau UPT Pcmungut.

(1] Pcngcluaran Surat T

ada ayat (l) dikeluarkan olch chala

BAH V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

chala DPPAD atas nama Gubcmur dapat memberikan pcngurangan,

kcringanan dan pcmbcbasan Retribusi atas pcrmohonan wajib Retribusi

sctclah mendapat Saran pcrtimbangan dari chala SKPD Pcmungut.
(1)



aksud pada ayat
tus) dari jumlahan dan kcringanan sebagaimana dim

% (dua puluh per szm(2) Pemberian pcngurang
[1) dapat dibcrikan paling banyak 20

kctetapan Retribusi.
dan pcmbcbasan Retfibusi

rian pcngurangan, kcringanan
dengan chutusan Kepala(3) Tam cara pcmbc

aksud pada aya‘ (1) ditempkan
sebagaimana dim
DPPAD.

RAB. v1

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETBTAP

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DA
AN, PENGHAPUSAN ATAU

N PEMBATALAN

Pasa] 19

(1] Wajib Rembusi dapal mcngajukan pzrmohonan pcmbctulan SKRD dan

STRD yang dalam pcncrbitannya tcrdapat kcsalahan tulis, kesalahan hitung

dan/atau kckcliruan dalam pcmungutan rctribusi.

ghapusan atau
aikan Retribusi(2) Wajib Rctn‘busi dapat mengajukan pcrmohonan pen
kelalaian Wajibpengurangan sanksi adminisuafif bcrupa bunga dan kcn

yang tcrutang dalam ha] sanksi Lembut dikenakan kargna

Retribusi atau bukan karcna kesalahnnya.

dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
(3] Wajib Retribusi

Rcuibusi yang tidak bcnar.
pembatalan ketetapan

(4) Pcrmohonan pembetulanpengurangan kctctapan, pcnghapusan atau

pcngurangan sanksi administrafif dan pcmbatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), ayat (’2) dan ayal (3) harus disampaikan secara tertulis oleh

wajib Rcuibusi kcpada Kepala DPPAD lcwat SKPD dan UP? Pcrnungut

paling lama 30 (figs puluh) hafi scjak tanggal diterima SKRD dan STRD

dcngan membcrikan alasan yang jclas dan mcyakinkan untuk mendukung

pcrmohonannya.
a dimaksud pada ayaz (2)

(5] Keputusan aLas permohonan sebagajman
a 3 (tiga) bulan sejak Surat

dikeluarkan olch chala DPPAD paling lam

Pcrmohonan ditcrima.
gajmana dimaksud pada ayat (S),

maka pcrmohonan
cngurangan

[6) Apabila sctclah lcwat 3 (figa) bulan scba
Kepala DPPAD tidak membcrikan chutusan,
pembctulan. pengurangan kctctapan, pcnghapusan atau p

swanksi administratif dan pcmbatalan dianggap dikabulkan.

embctulan, pcngurangan kctctapan, pcnghapusan atau
[7] Parmohonan p 511-3le dan pcmbatalan Retribusi tidak menunda

pcngurangan sanksi admini
pcmbayaran Retribusi,

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal ‘20

pat mengajukan pcrmohonan kebcratan aka: pcncrbitan

n yang dipcrsamakan, SKRD Sccara Jabatan dan

SKPD dan UPT Pcmungut‘
(l) Wajib Retribusi da

SKRD atau dukumcn lai
SKRDKB’T kcpada chala



('2)

(3)

(4)

(5)

(6)

l1)

('2)

(3)

(4)

(5)

apabila \Vajib Retribusi dapat men jukkan bahwa jangka waktu [crscbul

fidak dapat dipcnuhi karma keadann diluar kckuasaannya.

Pcngajuan kcbcratan tidak menunda kcwajiban membayar Rcuibusi dan

pelaksanaan pcnagihan Rcuibusi.

chala SKPD dan UPT Pemungut sudah harus memberikan kcputusan atas

kcberaum dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal

sum: kebcramn ditcrima dengan mcncrbiman Surat chutusan KebcratanV

chutusan Kepala SKPD dan UPT Pemungut mas kcbcratan dapal bcmpa

mcnerlma scluruhnya atau scbagian, menolak, alau mcnambah besarnya

Retribusi yang tcrutang.

Apabila sctelah lewat waklu 6 (cnam) bulan sebagaimana dimaksud pada

nyat (4), Kepala SKPD dan UPT Pemungut tidak membcrikan chutusan,

maka permohonan kcbcratan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI“

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pass! '21

Wajib Retribusi mcmpunyai hak atas pcrhitungan pengcmbalian

pcmbaymn Retribusi den dapat mcngajukan permohonan pengcmbalian

kelcbihan pembayaran Rcuibusi kepada chala SKPD dan UPl‘ Pcmungut‘

Surat pcrmqhonan pcngcmbalian keleblhan pcmbayaran Retribusi paling

scdildt memunt :

d. name dan alnmat Wajib Rcuibusi ;

c. mass Retribusi ;

f. jumlah pengembalian ;

gl bcntuk pengembalian ;

h; bukti pembayaran Rchibusi .

chala SKPD dan UPT Pernungut dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam)

bulan scjak dimrimanya permohonan pengcmbalian kclebihan pcmbayaran

Reuibusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

Keputusan.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimasud pada ayat (3) tclah

dilampaui dan Kepala SKPD dun UPT Pcmungut Lidak member-110m

kcputu , maka pcrmohonan pengembalian kelcbihan pcmbayaran

Rcuibusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama l (satu)

bulan hams ditcrbitkan SKRDLB‘

Apabila Wajib Reu-ibusi mcmpunyai utang Reu-ibusi lajnnya, kelcbihan

pembayaran Retribusi scbagaimana din-naksud pada ayat (l), langsung

dipcrhitungkan untuk mclunasi tcrlebih dalnulu utang Rctn'busi (crscbuL



bitkannya SKRDLB maka
(6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diter

haxus dibcrikan dengan
pcngembalian kelcbihan pcmbayamn Retribusi

mcncrbidcan Surat Perimah Mcmbayar.

Apabila pcngembalian kalebihan pcmbayaran Rctribusi dilakukan sctclah

lcwat waktu 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkan SKRDLB Kepala SKPD dan UPT

Pcmungut memberikan imbalan bunga sebcsa: 2 % (dua pcrscn) scbulan

atas keterlambatan pcmbayaran kelcbihan Rcu-ibusiv

(7)

aimana dxmaksud pada
Pcmbcrian imbalan bunga 2 % [dua'persenj scbag

Dan Bclanja Dacrah
ayat (7], dibcbankan pada Anggaran Pcndapamn
Provinsi Jawa Tengah‘

Pasal 22

Apabila kclcbihan pembayaran Rembusi diperhitungkan dengan ulang Rcmbusi

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal (S) maka pcmbayarannya dnakukan

dcngan Cara pcmindahbukuan dan buktj pemindahbukuan berlaku scbagaj

Vanda bukti pembayaran.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

P353] 23

pcnagjhan Rembusi mcnjadi kcdaluwarsa sctclah

himng scjak saat terulangnya Rchibusi(1) Hak untuk melakukan
ana di bidang Rcuibusi.mclampaui waktu 3 (dga) Izhun [er

kecualijika Wajib Rcm'busi mclakukan u'ndak pid

chaluwarsa pcnagihan Retribusi scbagaimana dimaksug pada ayat (l)

tenangguh apabila :

a. diterbitkan Surat tcguran ; atau
b, ada pcngakuan umg Retribusi dari Wajib Rcuibusi

maupun tidak langsung.

baxk langsung

bitkan surat tcguran sebagaimana dimaksud pada ayat [2)

Dalam ha] diter dihilung scjak langgal ditcrimanya
hum! a, maka kcdaluwarsa penagihan
Surat tcguran terscbut.

dari Wajib ReLribusi sccara |angsung
(2] huruf b, Wajib Rembus: dengan

Rctnbusi dan bclum
Pengakuan urzmg Retribusx
scbagaimana dimaksud pada ayal
kesadarannya mcnyatakan masih mcmpunyai utzng

mclunasinya.
Rctx‘ibusi secara udak langsung
hurul' b dapat dlkctahui dan
pcnundaan pembayaran dan

Pcngakuan utang Rembus: dan Wajlb

scbagaimanna dimaksud pada ayat (2)

pcngajuan pcrmohonan angsuran atau
pcrrnohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

Piutang Reuibusi yang udak mungkjn dimgih lag] karena hak untuk

meIakukan pcnagihan sudah kcdaluwarsa dapat dihapuskan

chala SKPD dan satuan kcna yang melakUKan pcmungulan Relribusi

Dacrah mengajukan pcnghapusan piutang ReLribusi yang sudah

kcdaluwaxsa scbaguimana dimaksud pnda ayat (l) kepada Gubcmur r



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

l2)

(1)

(2)

(1|

(2)

Pcnghapusan piuuang Reuibusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditcmpkan dcngan chutusan Gubcrnur.

BAB X
INSEN’HF PEMUNGUTAN

Pass! 25

chada SKPD dan UPT Pcmungut yaxig melakukan pcmungutan Retribusi

Dacrah dibcrikan 'msentif stbcsar 3 % (figa perscn) dari rcncana pencrimaan

Rcu—ibusi .

Bcsaran inscmif ditctapkan dalam Anggaran Pcndapatan Bclanja Daerah

Tahun Anggaxan berkcnaan dan dijabarkan sccarfl triwulanan dalam

Dokumcn Pclaksanaan Anggaran SKPD PcmungutV

Bcsaran inscntif yang dibayarknn kepada pcjabat clan pcgawai SKPD

Pcmungut dilctapkan dcngan Keputusan chala SKPD Pcmungut.

BAB XI
BAG] HASH. RETRIBUSI

Pasal 26

Hasil Pancrimaan Retribusi Tcra/ Tera ulang setclah dikurangi inscnu'f

pcmungutan dibagikan kcpada Pcmerinmh Knbupaten/Kom scbcsar 30 %

(Liga puluh pcrscn).

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :

a. sebcsar 60 % (:nam puluh persen) sccara pmporsional bcrdasarkan

potcnsi atau realisasi pcndapamn ; dan
b. scbesar 40 % (empat puluh persen) sccarB tertimbang.

Pasal 27

Hasil Pcncrimaan Rchibusi 12in Usaha Pcrikanan sctelah dikurangi Inseniif

pcmungutan dibggikan kepada Pcmcrintah Kabupaten/Kom pcnghasil

scbcsar 25 % (due puluh lima pcxsen).

Pcrnbagian scbagaimana dimaksud pads ayat (l) dibagi :

av scbcsar 60 % (cnam puluh pcrscn] sccara propcrsional berdasarkan

potensi atau rcalisasi pcndapaum ; darn

b. sebesar 4O % (cmpat puluh pexsen) secara tcrtimbang.

Pasal 28

Pengalokasian dana bag' basil Retribusi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal

26 dan Pasal 27 disiapknn dan dibuat olch DPPAD yang ditctapkan dengan

Pcraturan Gubcmur.

SKPD dan satuan kcrja yang melakukan pemungutan Retribusi Tera/Tera

ulang dan Retribusi 12in Usaha Pcrikanan melaporkan rcalisasi pcncrimaan

Rcu‘lbusi triwulanan per Kabupaten/Kota kcpada DPPAD scbagai bahan

untuk membuat rckomcndasi pcncairan dana bagi hasil.



(3) DPPAD membuat rckomcndasi untuk pencairan damn u'iwulannn

bcrdasarkan realisasi pendapatan Retribusi yang tclah masuk Rekening Kas

Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah kcpada chala Biro Keunngan dcngan

tcmbusan Bupati/Walikom yang bersangkutan.

BAB xy
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saal Pcraturan Gubernur ini mulaj bcrlaku :

a‘ chulusan Gubcmur Jawa Tcngah Nomor U4 Tahun 2003 tentang

Pctunjuk Pclaksanaan Pcramran Dacmh Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2003 tcntang Rctribusi Tera. Tera ulang slat-all! ukur. takar,

Limbang dan pcrlcngkapannya, kalibrasi slat ukur sorta pcngujian barang

dalam kcadaan tcrbungkus (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun

2003 Nomor 138);
'

chutusan Gubcmur Jawa Tcngah Nomor 93 Tehun 2002 tentang Pctunjuk

Pelaksanaan Pemturan Dacrah Provinsi Jaws Tengah Nomor 1 1 Tahun 2002

tenumg Rgtribusi Pcrnakaian Kekayann Dacrah (Lcmbamn Daemh Provinsi

Jaws Tengah Tahun 2002 Nomor 109);

chumsan Gubcmur Jawa Tcngah Nomor 73 Tahun 2003 tenmng Pctunjuk

Pelaksanaan Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Nomor l7 Tahun

2002 tentang Tcmpat Palclangan Hasil Human (bembaran Daemh

vainsi Jawa Tcngah Tahun 2003 Nomor 77);

chumsan Gubernur Jawa Tcngah Nomor 94 Tahun 2002 tentang Petunjuk

Pclaksanaan Pctaturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2002

tentang Retribusi Pcnjualan Produksi Usaha Daerah (Lernbaran Daerah

Provinsi Jaws Tcngah Tahun 2002 Nomor 110);

Peraturan Gubcmur Jawa Tcngah Nomor 4S Tahun 2007 tqntang Pctunjuk

Pelaksanaan Persturan Daemh Provinsi Jaws Tengah Nomor 2 Tahun 2007

lcnmng Reuibusi Tempat Pcnginapan/Pesanggrahan/ Villa (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 45);

Pcraturan Gubemur Jawa Tcngah Nomor 91 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pclaksanaan Pemturan Dacrah Provinsi Jaws Tengah Nomor 3 Tahun 2005

tentang Retribusi Ia'n Usaha Pcrikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.



Pasal 30

Pelaksanaan Eclmis pemungutan rcmbusi diamr lcbih lanjut olch Kepala SKPD

Pcmungut,

P353] 31

Pcraturan Gubcmur 1m mulal bcrlaku pada hanggal l Apn12011.

memcnntahkan pcngundangan Pcraturan
scuap orang mcngemhuxnya,

dalam Bcfila Dacrah Provinsi Jawa Tcngah,Agar an pe nempatan nyaGubcmur mi dcng

Ditcmpkan di Semaran
pada tanggal 1O Kopegber 2011

Diund gkan ui Semarang
)bpembar 2011

.\ .
,

AERAH PROVINSLJAWA TENGAH TAHUN 2 011 NOMOR 55



LAMPIRAN l

PERATURAngUMU§ {J‘AWA TENGAH

NOMOR ,,“Km to mm 20

BENTUK FORMULlR SPI‘RD/PERMOHONAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA mGAH Namor =

M mbnsi
T-hun th'ibui :

SURAT PEMBERKTAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRDVFERMOHONAN

chada Yth :

Kepala . .

di .....................................

Yang berumda tangan dibawah ini kami :

Nama : .....
Mamet ‘

Mcmbcritahukan bahwa kami mengajukan 'pcrmohonan pcmaknian/

pcmanfaatan.‘ ................ bcrupa: .................................

Obyek Reu-ibusi
Luas [Jumlah
Penggunaan untuk
Jangka waktu

Apabila pcrmohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Pcn‘la

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tcnmng Rcuibusi Daerah Provinsi

Jaws Tcngah serm mananggung penggantjan segala biaya—biaya yang
diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persymtan administrasi termasuk
sanksi-sanksi scsuai dcngan kctentuan pcrundang-undangan yang berlaku

tcrhadap says amu yang saya bcri kuasav

Kemudian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ditcrima umggal : ........................ .

Dikcmbalikan tanggal :

Kelsi-mm
Lernbul : Unmk SKPD Pcngclola
bembar lI : Untuk Wajib Retribusi____¥__’——
Modcl : RD.01



mm H

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 Tim 2011

TAN GOAL 10 RDPEHBEB 2011

Honor

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH {SKRD

Nomor Kctclapan :

Bulan '

Tahun
l WAJIB RETRIBUSI

1 Nama
2. Alamal

H OBYEK RETRIBUSI
l. Jenis Retribusi
2. Lokasi

III KETETAPAN RETRIBUSI
Jumlah Ketctapan Retribusi
yang hams dibayar : Rp. ....................................................

Dengan hum!
IV PEMBAYARAN

l. Pembayaran dilakukan pada Re

Bendahara Pcnerimaan dan/atau Bcnda
pada SKPD yang mclakukan pcmungutzn
UPSAD /UPT/Balai SKPD‘

2V Ketcrlambatan pcmbayaran dapat dikcna
bcrupa bunga scbcsar 2 % perbulan .

3, Jatuh tempo pcmbayaran adalah ’2 [dua) han sctclah tanggal
SKRD/SKRD Jabatan/SKRDKBT ditcrbitkan

kcning Kas Umum Daerah lcwat
hara Pcnerimaan Pcmbantu
Retribusi Dacrah darn/man

kan sanksi administratif

NIP.

'] SKPD/Unn KerJa

Kctcrangan
bcmbarl : Waij Retribusi
Lcmbar ll : Seksi/petugas yang menangani Retribusi
bcmbar III : Arsip

Modcl ' RD 02



[AMPIRAN 1H

PERA‘I‘URAN GUBERN'UR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TLEUN Z311
TANGGAL 10 IDPBIBH? 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Rchibusi ..................................

Telah tcrima dari Wajib Rcuibusi :
.

1. Nama

2. Mama
3. Jumlah Uang

(dcngan huruf )

Tahun 201 l )
4. Untuk membaya: : ReLribusi ......

( Dasar Pcrda Nomor

Nomor SKRD :

Tanggal

5. Obyck Rcuibusi

Jumlah - RP.SWajib Rctribusi Bcndahara Pcncrii’naan/
Bendahara Pcnerirnaan Pcmbanm

Ketcrangan
Lembarl : Wajib Retribusi
Lcrnbar II : Bendahara Pcnerimaan/Bcndahara Pcncfimaan Pcmbantu
Lcmbar Ill : Seksi[|5lugas yang menangani Rctribyu‘

Model ; RD 03 ’



PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
SKPD

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :

UPT/‘BALAI KAB/KOTA :

TUNGGAKAN YG
JENIS PU'NGUTAN LA [I

KETETAPAN

OBY'EK Rp‘ OBYEK R).
2 3 4 5 6

KEPALA UPT/BALAI

Lembnr I 1 Kepuln SKPD Pengeloln Pendapamn KABUPATEN/KOTA

Lumbar ll 2 chnla UPJAD DPPAD
Lembar lll : Arsip



LAMPDUKN [V

PERATURAN CUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR
:- PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TANGGAL
SKPD.

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN
SKPD

l

PENERIMAAN PENYETORAN

11‘. UN 1‘
'

N0 ms P GU A“ 5’” BL“ YG BULAN m1 5/!) BLN m 5’” 3“" VG BULAN [NI 5/1) nLN m1
/' nmwcm

LALU LALU

I 2 3 4 S 6 7 8 A 9 10

JUMLAH

KEPALA SKPD

l. Lembnr I v
SKPD Pengeloln Pendapalau

2 Lembar H 1 Kepaln DPPAD

3. Lembnr Ill : Arsip



- PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN ASET DAERAH

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

bPSAD :

J'EMS PUNGUTAN
SID BLN YG LALU

OBY'EK Rp.
2 3 4

1, Lembnr I : Kepala Dinas PPAD

Z. Lembu ll : Keplln Bidnng Rex/I‘LL

3, Lembu llI : Kepnln Bidang Valbin

4. Lemblr N : Arsip

KEPALA UPSAD Dlnu PPAD
KABUPATEN/KOTA


